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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pembiayaan Bank Syariah 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh bank syariah kepada nasabah 

dengan berbagai transaksi seperti transaksi sewa-menyewa, bagi hasil, jual beli, dan 

pinjam-meminjam. Transaksi tersebut dilakukan dengan berdasar kepada 

kesepakatan antara kedua pihak yang mengharuskan bahwa pihak yang dibiayai oleh 

bank syariah untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu dan 

bagi hasil yang telah disepakati.
1
 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan 

pemberian dana atau tagihan dari satu pihak kepada pihak lain yang nantinya pihak 

tersebut  harus mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah disepakati di 

awal serta dengan imbalan atau bagi hasil antara kedua belah pihak.
2
 

2. Jenis-jenis Pembiayaan 

a. Pembiayaan modal kerja syariah, bank memberikan penyaluran dana kepada 

nasabah guna mencukupi modal kerja usaha yang dijalankan dan didasarkan 

sesuai dengan prinsip syariah. 

b. Pembiayaan investasi syariah, yaitu penyaluran dana yang diberikan untuk 

mencukupi kebutuhan modal dalam suatu usaha dengan jangka waktu yang 

ditentukan. 

c. Pembiyaan konsumtif syariah, pada umumnya ini bersifat perorangan dan 

diberikan dengan tujuan diluar usaha. 

d. Pembiayaan sindikasi, pembiayaan yang pada umumnya banyak diperlukan oleh 

nasabah koperasi yang memiliki transaksi dengan nilai yang cukup besar. Karena 

pada dasarnya pembiayaan sindikasi tidak hanya diberikan kepada satu lembaga 

keuangan saja, melainkan banyak lembaga keuangan bank guna satu obejk 

permbiayaan tertentu. 

                                                             
1 Alimatul Farida, Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah, 

Jurnal Ekonomi Islam (11) (2) (2020), hlm. 330 
2 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
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e. Pembiayaan Letter of Credit, digunakan untuk menyediakan fasilitas dalam 

transaksi ekspor ataupun impor yang dilakukan nasabah.
3
 

3. Unsur-unsur Pembiayaan  

a. Kepercayaan, yaitu dengan diberikannya pembiayaan kepada nasabah atau mitra 

maka diberikan pula kepercayaan bank syariah kepada nasabah tersebut. Bank 

syariah memberikan pembiayaan dengan kepercayaan dan berharap bahwa 

nasabah tersebut akan dapat memenuhi kewajibannya. 

b. Akad, yaitu perjanjian antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. 

c. Risiko, yaitu kerugian yang akan terjadi jika penyaluran dana tidak kembali 

sesuai dengan kesepakatan. 

d. Jangka waktu, yaitu lamanya waktu untuk nasabah mengembalikan dana. 

e. Balas jasa, yaitu pemberian dana yang diberikan nasabah untuk pihak bank.
4
 

B. Pembiayaan Murabahah 

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 

Menurut Wiyono dan Maulamin murabahah merupakan kegiatan jual beli barang 

tertentu menggunakan akad, dimana penjual dan pembeli yang menggunakan akad 

merubahah harus bersikap jujur dengan cara menyampaikan semua mengenai harga 

beli maupun harga jual yang ditambah dengan margin keuntungan bank kepada 

nasabah. Hal yang menjadi pembeda antara pembiayaan murabahah dengan 

pembiayaan jual beli lainnya yakni dalam pembiayaan murabahah pihak penjual 

secara terang menjelaskan mengenai harga pokok barang dan keuntungan yang 

diinginkan kepada nasabah.
5
 

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu penyaluran dana dalam kegiatan 

jual beli. Bank syariah sebagai penyalur dana akan membelikan barang-barang sesuai 

dengan kebutuhan nasabah, kemudian bank akan menjualnya kepada nasabah dengan 

model pengangsuran yang disesuaikan dengak kemampuan nasabah. Pembiayaan ini 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi nasabah.
6
 

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah 

a. Ayat Al-Qur’an tentang Pembiayaan Murabahah 

                                                             
3 Mariya Ulpah, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah Jurnal Madani Syariah (3) (2) (2020) hlm, 151-
152. 
4 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Press, 2013) hlm. 88 
5 Wirman dan Syifa Nurizkiana, Op.cit, hlm. 173-174 
6 Abdul Ghofur Anshori, Op.cit hlm. 72 
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Ayat Al-Qur’an yang memperbolehkan transaksi pembiayaan murabahah terdapat 

dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 

َٰءَايَُىُاَْٰلَََٰتؤَكُْهىُاَْٰأيَْىَ َٰيَ َٰ ٍَ َٰتجَِ َٰنكَُىَْٰبيَُْكَُىَْٰباِنْبَ َٰؤيَُّهَاَٰآنَّذِي ٌَ َٰتكَُىْ ٌْ َٰأَ َٰطِمَِٰإلََِّّ ٍْ زَةًَٰعَ

ُْكُىَْٰ َٰ َْفسَُكُىَْٰ َٰتزََاضٍَٰيِ اَٰوَلَََٰتقَْتهُىُاَْٰأَ ًً َٰبكُِىَْٰرَحِي ٌَ ََٰكَا َٰاللََّّ ٌَّ إِ  

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama 

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS-An-Nisa’ : 29)
7
 

b. Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah 

Landasan hukum pembiayaann murabahah juga terdaapat dalam fatwa DSN-MUI 

No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi ketentuan umum yaitu: 

- Akad murabahah yang dilakukan bebas dari riba. 

- Barang yang digunakan untuk bertransaksi merupakan barang yang halal. 

- Barang yang sudah disepakati akan dibiayai oleh bank secara sebagian 

maupun keseluruhan. 

- Nasabah membeli barang dari bank yang merupakan atas nama bank pribadi. 

- Bank wajib bersikap jujur kepada nasabah mengenai pembelian barang yang 

dilakukan oleh bank, baik secara tunai maupun utang. 

- Barang yang dibeli oleh nasabah harus sesuai dengan harga beli serta 

ditambah dengan keuntungan bank dan biaya tambahan lainnya. 

- Harga dan lamanya pembayaran yang telah disepakati akan dibayar oleh 

nasabah. 

- Perjanjian khusus penjual dan pembeli harus dilakukan untuk menjaga 

keberlangsungan akad.
8
 

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah 

a. Rukun Pembiayaan Murabahah 

1) Penjual (ba’i), merupakan pihak bank sebagai pihak yang memberikan 

pembiayaan kepada nasabah pemohon dengan menggunakan system 

pembayaran yang ditangguhkan. 

2) Pembeli (musytari’), merupakan pihak nasabah yang telah mengajukan 

permohonan pembiayaan kepada pihak bank. 

                                                             
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Surat An-Nisa Ayat 29. 
8 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000,  hlm. 3-4 
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3) Terdapat objek yaitu barang yang disediakan atau dijual oleh bank. Dalam 

hal ini barang yang dijadikan objek harus barang halal, berguna, kemudian 

barang tersebut dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli, barang yang 

diperjual belikan memiliki hak milik penuh pada pihak yang melakukan  

4) akad, spesifikasi barang yang diberikan penjual harus sesuai dengann yang 

diserahkan pada pembeli. 

5) Adanya pengucapan Ijab dan Kabul yang  dilakukan secara terang dan jelas, 

seperti pihak yang melakukan akad, kemudian ijab dan Kabul yang dilakukan 

sesuai dengan kesepakatan mengenai sepesifikasi objek dan harga. 

b. Syarat Pembiayaan Murabahah 

1) Pihak penjual wajib memberitahukan harga pokok barang kepada nasabah 

calon pembeli. 

2) Akad pertama yang telah dilakukan harus sesuai dengan rukun pembiayaan 

yang sudah ada. 

3) Akad yang dilakukan wajib terbebas dari riba. 

4) Pihak penjual wajib menjelaskan kondisi barang sesudah pembelian. 

5) Pihak penjual wajib menyampaikan seluruh yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya barang tersebut dibeli dengan hutang atau tunai.
9
 

4. Skema Pembiayaan Murabahah 

 

Gambar 2.1
10

 

Pembiayaan Murabahah.

                                                             
9 Surayya Fadhilah Nasution, Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi 

Islam (6) (1) (2021), hlm. 139-141 
10 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2011) hlm. 139-140. 
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C. Pembiayaan Musyarakah 

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah 

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih guna 

memberikan suatu usaha tertentu. Dalam hal ini para pihak tersebut memberikan 

kontribusi berupa dana kepada usaha tersebut yang nantinya keuntungan yang 

didapatkan dari usaha tersebut akan dibagi serta risiko dan kerugian yang terjadi akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal.
11

 

Musyarakah merupakan pemberian biaya yang diberikan kepada usaha yang 

membutuhkan dengan harapan pemberi biaya dapat memperoleh keuntungan yang 

sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati bersama. Dan jika dalam usaha tersebut 

mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga akan ditanggung oleh bersama 

sesuai dengan biaya yang telah diberikan pada usaha tersebut.
12

 Laba yang akan 

didapatkan oleh para pihak akan disesuaikan dengan dana yang diberikan, serta 

sesuai dengan nisbah kesepakatan bersama.
13

 

2. Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah 

a. Ayat Al-Qur’an tentang pembiayaan musyarakah 

Ayat Al-Qur’an yang memperbolehkan transaksi pembiayaan musyarakah 

terdapat dalam QS. Shad ayat 24 yaitu: 

QS. Shad ayat 24 

كََٰبسُِؤَالََِٰعَْجَتكََِٰإِنىَ َٰ ًَ َٰانْخُهَطَآءََِٰٰۖ ََٰٰےَعِاََٰجِهََِٰٰقاَلََٰنقَذََْٰظَهَ ٍَ َٰكَثيِْزًاَٰيِّ ٌَّ وَإِ

هىُاَْٰانصَّ ََٰٰنيَبَْغِىَٰبعَْضُهُىَْٰعَهىَ َٰ ًِ َٰءَايَُىُاَْٰوَعَ ٍَ َٰانَّذِيْ اَٰهُىَْٰۗهِحَ َٰبعَْطٍَٰإلََِّ َٰتَِٰوَقَهِيْمٌَٰيَّ

َٰداَو َٰ ٍَّ اَٰفتَََُّ َٰوَظَ ًَ رَاكِعاًَٰوَأََاَبَََٰٰهَُٰفاَسْتغَْفَزََٰرَبَّه َٰدَُٰأَََّ وَخَزَّ  

Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan 

sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan 

                                                             
11 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm. 95 
12 Abdul Ghofur Anshori, Op.cit., hlm. 66-67. 
13 Syaiful Bahri, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas 

Jurnal Akuntansi Syariah (6) (1) (2022) hlm. 18. 



18 
 

 
 

daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada 

Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shad: 24)
14

 

b. Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah 

Landasan pembiayaan musyarakah juga terdapat dalam fatwa DSN-MUI No: 

08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu berisi ketentuan dalam pembiayaan musyarakah 

sebagai berikut: 

- Sighat berupa ijab dan kabul yang dilakukan dua pihak atau lebih yang 

mengadakan kontrak (akad). 

- Jika akan berakad para pihak harus cakap hukum. 

- Pemberian modal oleh para pihak hendaknya berupa uang tunai, perak, 

perhiasan emas, atau lainnya yang senilai berdasarkan barang tersebut. 

- Dalam musyarakah setiap mitra melaksanakan harus melaksanakan kerja 

dengan cara mengatasnamakan pribadi maupun menjadi wakil dari mitranya. 

Dalam suatu usaha yang telah diberi modal, para mitra memiliki bagian 

masing-masing dan harus dijelaskan dalam kontrak. 

- System pembagian laba musyarakah tercantum dalam perjanjian kontrak. 

- Kerugian yang didapat haruss dibagi antara para mitra sesuai dengan modal 

yang ditanam. 

- Biaya operasional dalam organisasi kerja merupakan beban pada modal 

bersama.
15

 

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah 

a. Rukun pembiayaan musyarakah: 

1) Sighat, yaitu dua orang atau lebih melakukan pengucapan berupa ijab kabul 

guna mengetahui kejelasan tujuan dari pihak yang akan menandatangani 

suatu perjanjian. 

2) Al-‘Aqidain (subjek perikatan), yaitu orang yang memiliki akal, dewasa, dan 

dalam keadaan sukarela. Subjek perikatan juga harus memiliki kompeten 

yang baik dalam hal kekuasaan atau perwakilan. 

3) Mahallul Aqd (objek perikatan), dapat berupa modal ataupun kerja yang 

diberikan oleh para mitra. Modal yang diberikan dapat berupa dana tunai, 

perhiasan emas, perak, atau lainnya dan memiliki nilai sama. Dalam objek 

                                                             
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Surat Shad Ayat 24. 
15 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, hlm. 2-4 
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4) perikatan aset perdaganagn juga dapat dijakdikan modal yang nantinya 

seluruh modal tersebut akan menjadi harta bersama para pemilik modal. 

5) Nisbah bagi hasil.
16

 

b. Syarat pembiayaan musyarakah 

Pada umunya dalam pembiayaan musyarakah juga memiliki syarat-syarat yang 

perlu untuk dipenuhi, syarat pembiayaan musyarakah yaitu: 

1) Akad pada pembiayaan musyarakah ini bersiifat representatif, dimana para 

pihak memiliki kewenangan yang sama untuk berkontribusi dalam pekerjaan. 

Para pihak juga diharuskan menjalankan kewennangangannya dengan 

menagatasnamakan pihak lain. 

2) Keuntungan dalam pembiayaan musyarakah harus dapat diukur. Dimana 

keuntungan yang didapatkan dari perusahaan tersebut dapat diketahui secara 

jelas. Pembagian keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam format 

persentase atau persentase. 

3) Penetapan pembagian keuntungan harus sesuai dengan nisbah yang disepakati 

dan risiko usaha yang kemungkinan terjadi, serta keuntungan yang dibagi 

harus dengan jumlah jelas.
17

 

4. Macam-macam Pembiayaan Musyarakah 

a. Musyrakah Al-Milk, merupakan harta yang dimiliki bersama antara pihak yang 

berserikat tanpa adanya akad atau kontrak perjanjian yang resmi. Pada dasarnya 

jika harta tersebut dapat dimanfaatkan dan menghasilkan, maka keuntungan yang 

didapatkan dibagi sama rata. 

b. Musyarakah Al-Uqud, yaitu harta yang dimiliki bersama antara pihak secara 

sukarela dan disertai dengan akad yang resmi, dimana para pihak akan membuat 

kontrak untuk berbagi keuntungan dan menanggung risiko secara bersama. 

Terdapat lima jenis musyarakah al-uqud yaitu: 

c. Musyarakah Mufawwadah, yaitu akad yang diadakan oleh dua pihak atau lebih 

yang memiliki ketentuan pemberian biaya atau modal, keuntungan, dan kerugian 

atas usaha akan dibagi dengan porsi sama dan ditanggung secara bersama. 

d. Musyarakah Inan, yaitu akad antara dua pihak atau lebih yang memiliki ketentuan 

bahwa para pemberi biaya atau modal dapat menyerahkan modal sesuai dengan 

                                                             
16 Rachmadi Setiawan, Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai 

Syariah Islam, Jurnal Margin (2) (2) (2022), hlm. 138 
17 Hoirul Ichfan dan Umrotul Hasanah, Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah Jurnal 

Akuntansi dan Keuangan Islam (2) (1) (2021) hlm. 4 
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porsi keinginannya. Modal yang diserahkan tidak harus berupa uang tunai, dapat 

berupa aset lainnya, serta pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para 

mitra. 

e. Musyarakah Wujuh, merupakan akad yang diadakan dua piha atau lebih dimana 

dalam musyarakah ini tidak membutuhkan modal berupa uang tunai, melainkan 

para mitra akan menyerahkan agunan dengan tujuan pembelian barang secara 

kredit. Keuntungan yang didapatkan para pihak sesuai dengan agunan yang 

diserahkan. 

f. Musyarakah A’mal, yaitu kerja sama yang terdiri dari beberapa pihak yang 

dimana dalam hal ini modal berupa uang tunai tidak diperlukan. Modal dalam 

kerja sama ini berupa keahlian dan professional serta tanggung jawab yang 

dimiliki oleh mitra. Laba yang didapatkan akan dibagi sesuai nisbah yang sudah 

disepakati. 

g. Musyarakah Mudharabah, yaitu kerja sama dari beberapa pihak yang dimana 

keperluan usaha sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak saja. Kemudian pihak 

lainnya hanya sebagai pengelola dan mengurus usaha yang dijalankan.
18

 

5. Skema Pembiayaan Musyarakah 

 

Gambar 2.2 

Pembiayaan Musyarakah.
19

 

 

                                                             
18 Ismail, Op.cit., hlm. 183-185. 
19 Ibid., hlm. 187-188. 
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D. Teori Laba Bersih 

1. Pengertian Laba bersih 

Laba dapat diartikan sebagai kelebihan dari pendapatan di atas beban.
20

 Laba 

sebelum dikurangi dengan beban pajak penghasilan akan diperoleh laba kotor. Laba 

kotor merupakan penghasilan yang pertama kali didapatkan oleh sebuah perusahaan 

sebelum dikurangi dengan beban-beban pada perusahaan tersebut.
21

 Laba yang sudah 

dikurangi dengan pajak penghasilan akan diperoleh laba bersih. 

Menurut Sujarweni laba bersih merupakan angka terakhir dari suatu perhitungan 

laba-rugi dimana untuk menghitung laba bersih tersebut laba operasi ditambah 

dengan pendapatan lain-lain yang kemudian dikurangi dengan beban lain-lain. 

Menurut Harrison, laba bersih merupakan laba dari bisnis suatu perusahaan yang 

sedang berjalan setelah bunga dan pajak.
22

 Laba bersih ini dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode berjalan. Laba bersih 

diperoleh dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.
23

 

Dapat disimpulkan bahwa laba bersih merupakan keuntungan pendapatan yang 

didapatkan suatu perusahaan setelah dikurangi beban pajak dan biaya lainnya, laba 

bersih juga menjelaskan kondisi uang yang tersedia dalam suatu periode tertentu. 

2. Konsep tentang Laba dalam Islam 

Landasan hukum dari laba bersih terdapat dalam QS. Hud Ayat 85-86 

َٰباِنْقِسْطَِٰ وَيَ َٰ ٌَ زَا ًِ كْياَلََٰوَانْ ًِ وَلَََٰتبَْخَسُىاَْٰانَُّاسََٰأشَْيآَءَهىَُْٰوَلَََٰتعَْثىَْاَٰفىََِٰٰقَىْوَِٰأوَْفىُاَْٰانْ

ٍََٰ َٰ َٰ۩الْْرَْضَِٰيُفْسِذِيْ ٍَ ؤْيُِيِْ ُْتىَُْٰيُّ َٰكُ ٌْ َِٰخَيْزٌنَّكُىَْٰإِ ۩وَيَآَٰأََاََْٰعَهيَْكُىَْٰبحَِفِيْعٍََٰٰبَقِيَّتَُٰاللََّّ  

Artinya: 

85: Dan Syuaib berkata “ Hai kaumku, ckupkanlah takaran dan timbangan dengan 

adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan 

janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. 

86: Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang 

yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.
24

 

 

                                                             
20 Juhaya S.Prasaja, Akuntansi Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hlm. 60 
21 Imroatus Suaidah, Pengaruh NPF terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019 (13) (1) 

(2020) hlm. 179.  
22 Astrin Kusuma Wardani, Analisis Biaya Produksi dan Hutang Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan 
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3. Faktor Laba Bersih 

Perubahan laba bersih dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu: 

a. Ketidakstabilan jumlah penjualan dan harga jual per unit; 

b. Pembelian atau produksi unit yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan harga 

pokok dari penjualan; 

c. Biaya yang dikeluarkan selama usaha berjalan yang mengalami ketidakstabilan; 

d. Penambahan biaya selain biaya operasional yang mengakibatkan ketidakstabilan 

biaya non operasional; 

e. Perolehan besar kecilnya laba yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan dari 

pajak perseroan; 

f. Metode akuntansi mengalami pembaruan.
25

 

4. Indikator Laba Bersih 

a. Pendapatan, yaitu aktiva yang diperoleh dari penjualan barang dimana barang 

tersebut merupakan hasil dari usaha pokok perusahaan. 

b. Beban, aktiva yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai kewajiban yang terdapat 

dalam suatu periode dan berasal dari aktiva operasi. 

c. Untung-rugi, kenaikan ataupun penurunan yang didapatkan perusahaan secara 

murni bukan dari investasi pemilik melainkan dari kegiatan transaksi yang 

dijalankan.
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